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ABSTRAK 

 UU No 23 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten 

Sampang merupakan salah satu upaya landasan hukum yang kuat dan dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mengatasi masalah tidak netralitasnya 

para aparatur sipil negara dalam Pilkada 2024. Banyak pelanggaran salah satunya 

adanya dukungan melalui anggaran dana kelurahan di Kelurahan Dalpenang dan 

Banyuanyar Kabupaten Sampang. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah 

yang dibahas diantaranya bagaimana kebijakan asas netralitas pada aparatur sipil 

negara dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang dan bagaimana implementasi 

asas netralitas oleh aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah 2024 di 

Kabupaten Sampang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan asas 

netralitas pada aparatur sipil negara dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang 

dan untuk mengetahui implementasi asas netralitas oleh aparatur sipil negara dalam 

pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Sampang. Hasil dari pembahasan dapat 

disimpulkan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Sampang dalam melaksanakan 

kebijakan aparatur sipil negara dalam pilkada 2024 melakukan beberapa langkah-

langkah diantaranya sosialisasi dan edukasi, pengawasan dan penegakan aturan, 

serta penerapan kebijakan lokal sehingga pelanggaran di Kelurahan Banyuanyar 

dan Dalpenang tidak terulang kembali. Kemudian implementasi asas netralitas 

aparatur sipil negara dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang terdapat 

pelanggaran netralitas dari 5 aparatur sipil negara dalam pilkada 2024. Selain itu, 

faktor-faktor yang mempengaruhi aparatur sipil negara diantaranya kurangnya 

pemahaman lebih dalam tentang netralitas dalam Pilkada dan masih ada politik 

uang salah satu contohnya seperti pelanggaran di lurah Banyuanyar dan Dalpenang 

memberikan dukungan ke salah satu calon kepala daerah dalam  bentuk 

ADK(Anggaran Dana Kelurahan). 
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ABSTRACT 

 Law No. 23 of 2023 concerning State Civil Apparatus in Sampang Regency 

is one of the efforts to provide a strong legal basis and is carried out by the Sampang 

Regency Government to overcome the problem of the lack of neutrality of state civil 

apparatus in the 2024 Pilkada. There are many violations, one of which is support 

through the village budget in Dalpenang and Banyuanyar Villages, Sampang 

Regency. In this study, there are formulations of the problems discussed, including 

how the policy of the principle of neutrality is for state civil apparatus in the 2024 

Pilkada in Sampang Regency and how the implementation of the principle of 

neutrality by state civil apparatus in the 2024 regional head elections in Sampang 

Regency. This study aims to determine the policy of the principle of neutrality for 

state civil apparatus in the 2024 Pilkada in Sampang Regency and to determine the 

implementation of the principle of neutrality by state civil apparatus in the 2024 

regional head elections in Sampang Regency. The results of the discussion can be 

concluded that the Sampang Regency Government in implementing the state civil 

apparatus policy in the 2024 regional elections took several steps including 

socialization and education, supervision and enforcement of regulations, and 

implementation of local policies so that violations in Banyuanyar and Dalpenang 

Villages did not happen again. Then the implementation of the principle of 

neutrality of state civil servants in the 2024 Regional Elections in Sampang 

Regency, there were violations of neutrality from 5 state civil servants in the 2024 

regional elections. In addition, factors that influence state civil servants include a 

lack of deeper understanding of neutrality in the Regional Elections and there is 

still money politics, one example of which is the violation in the Banyuanyar and 

Dalpenang Village Heads providing support to one of the regional head candidates 

in the form of ADK (Village Fund Budget). 
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